
ABSTRAK 

“TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERIZINAN PENAMBANGAN 

NIKEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA” 

Indonesia memiliki daerah-daerah yang potensial sehingga diperlukan suatu Master Plan 

untuk mengembangkannya. Hal ini mendorong pemerintah membentuk sistem untuk mengatur 

kegiatan pertambangan ini. Dimana kegiatan pertambangan ini harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu 

persyaratan administrasi dan persyaratan hukum. Persyaratan administrasi ini diatur dalam 

administrasi negara berkaitan dengan pembangunan negara yang mengkaji tentang penyusunan, 

pengimlemetasian dan pengevaluasian kebijakan pemerintah daerah. Persyaratan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah berupa izin. Izin dalam administrasi negara berkaitan dengan perundang-

undangan dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan suatu perbuatan Hukum Administrasi 

Negara yang diterapkan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, perusahaan tambang banyak melakukan 

kegiatan tambang secara illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

mengenai kejelasan dari status hukum pertambangan tersebut. 

Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, 

Indonesia. Pada perkembangannya, Kabupaten Konawe pun melakukan pemekaran wilayah 

yaitu dengan menghadirkan Kabupaten Konawe Utara pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Yang 

menjadi sorotan bagi para pengusaha yaitu pada potensi pertambangannya. PT Antam tertarik 

untuk berinvestasi di daerah tersebut, PT Antam pun sudah menyelesaikan segala administrasi. 

Berjalannya waktu, Bupati Konawe Utara telah mengambil lahan milik PT Antam dan diberikan 

pada PT DIPM. Sehingga tidak ada kepastian huku dari lahan tersebut. Kasus ini berlanjut ke 

Pengadilan Negeri Kendari, dan Pengadilan Tata Usaha Makassar.  

Dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa surat keputusan dicabut dan 

dinyatakan batal demi hukum. Ini dikarenakan objek atau lahan tersebut tidak mempunyai izin 

yang berlandaskan hukum yang berlaku sehingga dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di 

lahan yang tidak memiliki izin tersebut adalah ilegal. Masalah konsistensi pelaksanaan Peraturan 

Perundang-undangan di sektor pertambangan menjadi permasalahan yang besar ketika pejabat 

daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan IUP. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi 

adalah konsistensi tersebut tidak tercapai di mana hal ini sangat berbahaya bagi para perusahaan 

tambang. Dapat dilihat dari perlindungan di sektor izin petambangan sangat lemah, meskipun 

izin pertambangan telah dimiliki, hal tersebut tidak berarti IUP yang dimiliki tidak dapat dicabut, 

karena Pemerintah Daerah dapat saja mencabut IUP yang dikeluarkannya, hal ini akan 

berdampak buruk bagi para perusahaan tambang. 
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